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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

         Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan maka peneliti dapat menarik 

kesimpulan bahwa: 

1. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan aksi unjuk rasa  yang mengganggu 

ketertiban umum di Kabupaten Pasaman Barat di lakukan oleh pihak :  

a) Pihak Kepolisian. 

b) Pihak Polisi Pamong Praja. 

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dalam bertindaak sebagai pengamanan 

harus ada surat pemberitahuan oleh pihak kepolisian terlebih dahulu bahwa ada 

aksi unjuk rasa yang akan diselenggarakan oleh masyarakat, pihak Polisi Pamong 

Praja jika tujuan aksi unjuk rasa terbut ke kantor Bupati atau pemerintah daerah 

maka Satuan Polisi Pamong Praja berwenang dalam mengamankan ketertiban 

umum oleh para aksi unjuk rasa tersebut, dan jika tujuan aksi unjuk rasa itu tertuju 

kepada tempat-tempat tertentu maka yang berwenang dalam mencegah dan 

menanggulangi  aksi unjuk rasa tersebut adalah pihak kepolisian. 

2. Kendala yang dihadapi  pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi aksi 

unjuk rasa yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat Pada prinsip nya  tidak ada 

kendala yang terjadi terkait dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan 
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aksi unjuk rasa yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat, karena pada masalah 

aksi unjuk rasa yang  terjadi di Kabupten Pasaman Barat bukan Satuan Polisi 

Pamong Praja (Satpol-PP) saja tetapi juga pihak kepolisian, dalam penanganan 

aksi unjuk rasa itu terdapat beberapa kendala seperti :  

a) masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa tidak sesuuai dengan situasi nya. 

b) masyarakat melakukan aksi unjuk rasa menyerang petugas dengan kata-kata. 

c) masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa mudah terprovokasi. 

3. Upaya pemerintah daerah dalam mengatasi aksi unjuk rasa yang mengganggu 

ketertiban umum di Kabupaten Pasaman Barat ketika aksi unjuk rasa itu sudah di 

izinkan oleh pihak kepolisian maka para masyarakat yang melakukan aksi unjuk 

rasa itu pun harus mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku , jika masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa itu melakukan tindakan 

yang anarkis maka para masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa itu harus 

berhadapan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bukan dengan 

peraturan pemerintah daerah (perda), ketika para aksi unjuk rasa yang melakukan 

konvoi-konvoi di jalan dengan menggukan pengeras suara  pada dasarnya di 

bolehkan asalkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Serta pemerintah berupaya dalam melakukan pencegahan dan 

penanggulangan seperti :  

a) Pemerintah bekerja sama dengan instansi pemerintahan yang berwenang. 

b) Mengamankan masyaarakat yang mengganggu ketertiban umum.  

c) Memanggil penanggung jawab aksi unjuk rasa. 
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d) Membubarkan secara paksa terhadap masyarakat yang melakukan aksi unjuk 

rasa. 

 

         Adapun hasil penelitian ini bagaimana pelaksanaan pencegahan dan 

penanggulangan aksi unjuk rasa di Kabupaten Pasaman Barat dan kendala yang di 

hadapai pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi aksi unjuk rasa yang terjadi 

di Kabupaten Pasaman Barat dari hasil penelitian ini penulis juga dapat 

menyimpulkan bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi aksi unjuk rasa yang 

terjadi dalam mengatasi aksi unjuk rasa yang terjadi, para masyarakat yang 

melakukan aksi unjuk rasa harus sudah mendapatkan izin dari piak kepolisian dulu, 

pemerintah berupaya melakukan dengan instansi pertama itu pihak kepolisian dan 

yang kedua dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-pp) 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis memberikan saran kepada semua pihak 

yang bersangkutan terhadap aksi unjuk rasa adapun saran yang dimaksud adalah 

sebagai berikut : 

1. Saran untuk pemerintah daerah : 

Pemerintah dalam menindak para masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa  

harus menghormati hak-hak masyarakat, dan pemerintah jangan sampai 

mengekang para masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa karena para 

masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa bisa saja melakukan apa yang mereka 
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ingin lakukan yang tidak memikirkan apa yang terjadi sebalik nya dan tidak 

memikirkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Saran terhadap para masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa : 

a) Masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa harus lah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku supaya tidak di jerat oleh hukum. 

b) Masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa haruslah menjaga sikap dalam 

melakukan tindakan-tindakan. 

c) Masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa jangan sampai melakukan 

tindakan-tindakan yang anarkis serta sampai merusak fasilitas-fasilitas 

pemerintah daerah, karena sebagai masyarakat harus menjaga yang ada di 

pemerintahan. 

d) Masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa harus menjaga keamanan dan 

ketertiban umum lain nya serta tidak mengganggu kepentingan-kepentingan 

umum lain nya. 
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